PERATURAN DAERAH PRCPINSI BANTEN

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH PROPINSI BANTEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG iAHA ESA

GUBERNUR BANTEN.

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten, perlt membentuk Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanazan
Daerah Propinsi Banten:

. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah
Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahzn Lembaran Negara Nomor
3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 199
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 38636,

9 tentang
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentanq
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dar|
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara RNomor
3851):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang

‘Program Perbangunan Nasional (Propenas)

Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Numor 206,
Tambanan Lembaran Negara Nomor 4033);

Peraiuran Pemerintai Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Femerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Incdonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelengoaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001, Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001
tentang  Penyelenggaraan Dekonsentrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
2001, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4095),

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembarituan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
77. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4106):

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pengav/asan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
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12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002

tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomer 3);

13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah  (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN -

Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI  BANTEN

TENTANG PCMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA  KERJA BADAN
PERENCANAAN DAERAH PROPINSI BANTEN.

- BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalah Propinsi Banten:
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi
Banten:;

Gubernur adalah Gubernur Banten:

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten:

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah

Sekretanat Daerah Propinsi Banter,

6. Sekretans Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah
Sekretaris Daerah Propinsi Banten:

/. Badan Peicncanaan Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten:

8. Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut

Kepala adalah Kenala Badan Perencanaan Daerah Propinai
Banten:

s
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fah ingkatan jabatan strukturalt,
v Keiompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negexi
Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam

rangka menunjang tugas dan fungsi Perencanaan Daerah. it

BAB I
PEMBENTUKAIN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Daerah
FPropinsi Banten.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kedudukan
Pasal 3

Badan Perencanaan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana
pemerintah Propinsi, dinpimpin oleh seorang Kepala, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam meneliti,, menyusun Kebijakan Perencanaan Daerah,
melaksanaka koordinasi, fasilitasi, mediasi perencanaan, penilaian

atas pelaksanaannya dan pengendalian program atau proyek tahunan
Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Badan Perencanaan-Daerah mempunyai fungsi :

a pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk
kepentingan Perencanaan Daerah;

b. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;

c. penyusunan Rencana Pembangunan Recional secara makro;
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pengkoordinasian, memfasilitasi dan menyusun Rencana
Strategis Daerah dan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya,
penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-
rencana pada huruf b, ¢, dan d Pasal ini yang dibiayai oleh Daerah
maupun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimaksudkan
kedalam program tahunan Nasional,

penyusunan Rencana Pembiayaan Pembangunan dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi baik rutin
maupun pembangunan dengan koordinasi Sekertaris Daerah;
penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang
Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Perekonomian, Sosial
Budaya, Prasarana Wilayah, Anggaran dan Kebijakan Publik;
pengkoordinasian dan perencanaan dengan Dinas/Badan/
Lembaga dan satuan organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Propinsi, serta instansi Pusat di Daerah;

pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan
FPerencanaan Daerah;

pelaporan perkembangan program dan atau proyek tanunan
Daerah;

pemberian fasiitas dan media perencanaan lintas Kabupaten dan
Kota:;

pemberian pelayanan informasi dalam bidang kebijakan
Perencanaan Daerah:

pengendalian program dan atau proyek tahunan Daerah

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesual
tugas dan fungsinya.

BAB 1V
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 6

Susunan Organisasi: Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :
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Kepala;

Sekretariat;

Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
Bidang Perekonomian;

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Prasarana ‘VNilayah;

Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik;

Bidang enelitian yan Pengembangan,
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretari. mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif
dan tel nis operasional kepada selur'th satuan organisasi dalam
lingrunyc: Badan
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Denyu:un’—m proqram ker}a rencana kegiatan,
pelaksanaan kegiatan koordinasi dibidang keuangan:
pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian:

d  pelaksanaan dan koordinasi kegiatan umum;

e.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepaia Badan sesuai
tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan
Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Kepegawaian:
Sub Bagian Umum.

Q0o

Pasal 8

Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan tata
ruang, pengembangan kctal/wilayah, kerjasama pembangunan,
sumberdaya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan.

Untuk mclaksanakan tigas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang,
pengembangan  kotalwilayah, .kerjasama pembangunan,
sumberdeya alam/buatan, lingkungan hidup dan kelautan; ,

0. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan
pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang tata ruang,
pengembangan kota/wilayah, kerjasama pembangunan,
sumberdaya alam/buatan, lingkung2n hidup dan kelautan:

¢ pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan
program/proyek dan kegiatan prioritas untuk bidang tata
ruang, pengembangan kota/wilayah, kerjasamia
pembangunan, sumberdaya alam/buatan, iingikungan nhidup
dan kelautan;

d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang Penataan

Ruang dan Lingkungan Hidup serta merumuskan langkah-
langkah kebijaksanaan pemecahannya;

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :

a. Sub Bidang Tata Ruang, Pengembangan Kota/Wilayah;
h. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan:

¢ Sub Bidang Sumberdaya Aiam, Lingkungan Hidup dan
Kelautan,



PPasal 9

. i lakukan dan
(1) Bidang Pecrekonomian  mempunyal tugas Me

(1)

mengkoordinasikan  kegiatan perencanaqn Pemdb:nagunan

pertanian, kehutanan dan perkebunan, md_usaltf; dan perdagangan,

koperasi, duma usaha, investasi dan panwisaie.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dt_maksu_d‘ pada ayat (1)

Pasal ini, Bidang Perekonomian mempunyai fungst - o

a. pelaksanaan kegiatan perencanaan‘pembangUﬂaﬂ pke aman,
kehutanan dan perkebunan, industr, perdagangan, Koperasi,

dunia usaha, investasi dan pariwisata, s =
b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediast perencanaan

pembangunan antar sektor dan wilayah dibidang pertanian,
kehutanan dan perkebunan, industri, perdagangan, koperasi,
dunia usaha, investasi dan pariwisata,

c. nengkoordmasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan

program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor pertanian_,
kehutanan dan perkebunan, industii, perdagangan, koperasi,
dunia usaha, investasi dan pariwisata;

d  pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pere_:_konomian
serta merumuskan langkah-langkah kebiyjaksanaan
pemecaharnnya,

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
-tugas dan fungsinya.
Bidang Perekonomian membawahkan :

a. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunar,
b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, dan Koperasi;
¢ Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Pariwisata.

Pasal 10

Bidang Sosial dan Budaya meinpunyai tugas melakukan dzn
mengkoordinasikan  kegiatan  perencanaan pembangunan

kependudukan dan tenaga kerja, kesehatan dan keseiahteraan,
agama, pendidikan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tuges sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi :

-

2. pelaksanaan kegiatan perencanaan kependudukan, tenaga
kerja, kesehatan, kesejahteraan, agama, pendidikan dan

kebudayaan,
pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan
pembangunan  antar  sektor dan wilayah di bidang
kependudukan, ienaga kerja,

Kesehatan, kesejahteraan,
agama, pendidikan dan kebudayaan: ' ]

¢ pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan usulan
program/proyek  dan  kegiatan prioritas  untuk  sek.of
kependudukan, teniga kerja,

kesehatan ke
i . sejahteraan.
agama, pencidikan den '.ebudayaan: l
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3)

(1)

(2)

(1)

d. pelaksanaan analisis permasalahan di bidang sosial dan

budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya membawahkan :

e.

a  Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerje,
b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan;
C

Sub Bidang Agama. Pandidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan  kegiatan  nperencanaan  pembangunan
prasarana sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan
prasarana permukiman dan perumahan
Untuk melaksanakan tugas sepagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiaian perencanaan prasarana sumberdaya

air, prasarana perhubungan dan prasarana permukiman dan
perumahan;

b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan
pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang prasarana
sumberdaya air, prasarana perhubungan, can prasarana
permukiman dan perumahan; N

s

pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan
program/proyek dan kegiatan prioritas untuk sektor prasarana

sumberdaya air, prasarana perhubungan, dan prasarana
permukiman dan perumahan;

d. pelaksanaan analisis permasaiahan di bidang prasarana

wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya; j

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesual
wgas dan fungsinya.

Bidang Prasarana Wilayah membawahkan

a  Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

b. Sub Bidang Prasarana Perhubungan;

c.  Sub Bidang Prasarana Permukiman dan Perumahan.

Pasal 12

Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik mempunyai tugas
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan rencana anggaran

pendapatan dan belanja Daerah, dokumen perencanaarn serta
pemerintahan, politik dan hukum.



(2) Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

Pasal ini, Bidang Anggaran dan Kebijakan Publik mempunyai

fungsi -

a. pelaksanaan kegiatan rencana pembiayaan dan anggaran

pendapatan/ belanja daerah, pemerintahan, politik dan

hukum:

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan

pembangunan antar sektor dan wilayah di bidang

pemerintahan, politik dan hukum, serta rencana pembiayaan

dan anggaran pendapatan/belanja daerah, pemeriniahan,

politik dan hukum:

pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan

program/proyek dan kegiatan prioritas untuk rencana

pembiayaan dan anggaran pendapatan/belanja daerah, serta

pemernintahan, politik dan hukum:;

pelaksanaan analisis permasalahan di bidang anggaran dan

kebijakan publik serta merumuskan langkah-langkah

kebijaksanaan pemecahannya;

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran dan Kebijakan Publixk membawahkan

a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja;

b.  Sub Bidang Dokumen Perencanaan:

C. Sub Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.

Pasal 13

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian. moni
dan evaluasi, pengendalian, statistik dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)

Pasal ini, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai

fungsi :

a. penyiapan  bahan  perumusan  dan pengembangan
kebijaksanaan kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi,
pengendalian, serta statistk dan pelaporan  untuk
pembangunan daerah;

b pelaksanaan daii atau pengkoordinasian penelitian,
monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta statistik dan
pelaporan untuk pembangunan daerah:

c. pelaksanaan pengembangan di bidang monitoring dan
evaluasi, pengendalian, serta statistik dan peiaporan untuk
nembangunan daerah;

d. pelaksanaan pengumpuian data, analisis, evaluasi dan

pelaporan serta nengendalian pelaksanaan pembangunan
daerah,

e pelaksanaan tujas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas dan f.uncsinya,

toring



(3) Bidang Peneltian dan Pengembangan membawahkan :

da.  Sub Bidang Penelitian;
b.  Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi,
¢ Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah sebagaimana
lercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatzn Fungsional terdiri dari sejumiah tenaga

(2)

(2)

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud=dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk.

Jumiah tenaga fungsional sebagaimana dimaksua dalam ayat (1)
ditenfukan berdasarkan kebutuhan dan beban karja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsicnal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. .

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas secuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pejabat Struktural Eselon |l dan Pejabat Fungsional pada Badan
Perencanaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Struktural Eselon |l kebawah pada Badan Perencanaan
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
nerundang-undangan yang berlaku.
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(3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan ¢

Struktural dan
Fungsional sesuai dengan ketentuan perindang-undangan yang
berlaku,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-

sumbcr pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB Vil
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Perencanaan
Daerah Propinsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur lkepegawaian
dar pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Uraran tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan

Perencanaan Daerah dicusun secara tersendiri dalam Keputusan
Gubernur.
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Pa<al 22

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapar dan pelaksanaan Peraturan
Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputqﬁan

Gubernur.
Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakar *:dak

berlaku lagi.
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlakuy pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta=kan

gefﬁgundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Precinsi
anten.

Ditetap'kan di Serang
padatanggal 29 11ei 2002

GUBERNUR BANTEN.
ttd

H.D. MUNANDAR
Diundangkan di Serang
paca tanggal 3 Juni 2002

SEKRETAR!S PAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEIABARAN DACRAH PROPINS| BANTEN TAHUN 2002 NOMOR.,_ 3°
A I )



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor
25  Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah, Feraturan Pemerintahan Nomior
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan
Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom sena
dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang  Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan adanya
paradigma baru dalam sistem FPemerintahan Negara Republik
Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan

Propinsi
Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang cukup s

ignifikan
tersebut diantaranva pada pelaksanaan Pemerintahan di Daerah
yaitu adanya pengemiriangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan

bertangguna jawab bagi Daerah Propinsi, K

Pemberian otonomi kepada Daerg
dalam Peiaturan Perundang-undangan te
kepada Caerah lebih luas dan be
rnenentukan jumlah, dan nomenkiatyr Kelembagaan Perangkat

Daerah yang disertai adanya pelimpahan pemp;
dengan kewenangan Daerah dan

abupaten/Kota.

h sebagaimana aijelaskan
rsebut diatas, memberikan’
ntanggung jawab dalam

: ayaan, sesual
dilaksanakan oleh Daerah

berdasarkan kebutuhan, potens;, karakteristik dan kemampuan
Daerah itu sendiri. '

Perubahan yang mendasar  darj gigi kelembagaan juga
disertar perubahan yang sianifikan pad

a8 garis kebijaksanaan.

koordinasi, pengendalian sertg ng jawaban Perangkat
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Cooan Perencanaan Daerah adalah sebagai unsur penunjang
Cemenntahan Daciah  dalam  melaksanakan  nenyelenggaraan,

Pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan,
dengan kebutuhan Daerah |

¢

Pembentukan  Organisasi Perangkat Daerah sebagdimana
dijclashan  diatas  harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi,
karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selaiu
mengacu  dan  memperhatikan  bicang/kelompok  kewenangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 25
Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan per‘mbangan
keuangan antara Pemerintahan Pusai dan Daerah, agar nantinya
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak
membperatkan bagi Daerah dalam sektc-/segi rembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diztur dalam Undang-uncang
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan zzas dekonsentrasi diletakkan
pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah
Administratif untuk melaksanakan <ewenangan Femerintahan
tertentu, yang dilimpahkan kepadaz Gubernur sebagai wakil
Pemeriniahan, sedangkan azas pela<sanaan tugas oembantuan
diproyeksikan sebagian akan dilaksznakan oleh Pemerintahan
Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan cieh Desa/Kelurahaii.

Sebagaimana telsh diketahui zalam Undang-undang yang
mengatur Pemerintahan Daerah sebe _mnya yaitu-Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pook Pemerintahan di Daerah,
Kelembagaan/Organisas: Pemerintahzn Propinsi terbagi dalam
beberapa bentuk vyaitu lembaga ocssentralisasi, dekonsentrasi

Departemen Dalam Negeri, Unit Pe aksana Teknis Dinas dan
instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999, di Daerah hanya zcZa kelembagaan/organisasi
desentralisasi. kecuali beberapa bidarz kewenangan tertentu dan

iainnya sebagaimana diatur dalam Pas3al 9 dan Pasal 11, Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebzzaimana dijelaskan diatas,
maka untuk mengakomodasikan otcr~mi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab sebagai peizksanaan amanat Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 di Pror -si Banten secara bertahap
dan berkelanutan dilakukan penataen terhadap kelembagaan/
crganisast Perangkat Daerah. sejale- dengan usia’keberadaan
Pemerintahan Propinsi Banten yang re ztif masih baru, untuk dapat

sejajar dengan Fropinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik
incdonesia
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Dan hasil kapan dan penataan dinbond dietapkan Peratan
Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisas! Perangkat
Daerah, vang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan
kewenangan Daerah Propinsi sesuai kehijakan yang ditetapkan olen
Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan
Perencanaan Daerah maka untuk kelancaran pemberian pelayanan
kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2001
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
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